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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019  

TENTANG 

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,  perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan 

Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 

2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

4. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta  

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 

Nomor 411); 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

750); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di 

wilayah tertentu. 

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi 
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tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 

vertikal pusat di daerah. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di 

provinsi. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana 

Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar 

isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

Pasal 4 

Program, kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 

2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Alokasi dana pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja 

Eselon I per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 6 

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana 

Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang 

ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 7 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

Dekonsentrasi melakukan: 

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah; 

b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan 

program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan 

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan 

pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh 

Dana Dekonsentrasi wajib membuat: 

a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan 

program dan kegiatan; 

b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan 

pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan 

mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil 

penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi. 

 

Pasal  9 

 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, 

dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 10 

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan 

Dekonsentrasi merupakan barang milik negara dan harus 

ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 11 

Kepala Dinas Provinsi wajib menyelenggarakan sistem 

akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan 

melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

Kepala Dinas Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan 

pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan 

tembusan Pimpinan Unit Eselon I terkait. 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2019. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Januari 2019 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

           M. HANIF DHAKIRI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Januari 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  I 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK NDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019  

TENTANG 

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 

PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI  

 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018, yang 

telah ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana 

Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.  

 

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 

(PKTKP), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, 

produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar 

kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar 

Rp183.601.159.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus satu 

juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) meliputi kegiatan: 

a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 

b. peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan; 

c. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan 

dalam dan luar negeri; 

d. pengembangan dan peningkatan produktivitas; 

e. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program 

pelatihan kerja. 

 

2. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, 

cepat, dan akurat dengan anggaran sebesar Rp13.280.350.000,00 (tiga 
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belas miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu 

rupiah) meliputi kegiatan: 

a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja; 

b. peningkatan dan Pengembangan Pasar Kerja. 

 

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan PJSTK), bertujuan untuk menciptakan 

hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran 

kelembagaan hubungan industrial dengan anggaran sebesar 

Rp36.275.534.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima 

juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meliputi kegiatan: 

a. pengelolaan kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial; 

b. peningkatan penerapan pengupahan; 

c. peningkatan jaminan sosial tenaga kerja; 

d. konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan 

penyelesaian hubungan industrial; 

e. pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisis 

diskriminasi; dan 

f. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

 

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem 

Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk 

menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), 

tidak memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh 

Indonesia dengan anggaran sebesar Rp29.909.311.000,00 (dua puluh 

sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sebelas ribu 

rupiah) melalui kegiatan: 

a. peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma 

ketenagakerjaan; 

b. peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan 

pekerja anak; 

c. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; 

dan 
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d. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja.              

 

 

 MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

M. HANIF DHAKIRI 
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